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Kades Tj. Kemuning II Ditah n
Dugaan Korupsi
DDTahun2016
BINTUHAN, BE - Penyidik

di Kejaksaan Negeri (Kejari)
Kaur Senin (9/12) resmi mene-
tapkan status Kepala Desa
(Kades) Tanjung Kemuning II
Kecamatan Tanjung Kemuning
berinsialHSmenjadi tersangka
dalam kasus dugaan korupsi
penggunaan Dana Desa (DD)
tahun 2016. Setelah ditetapkan
tersangka, penyidik langsung
menahan HS ke rumah tahan-
an (Rutan) Malabero Kelas IIA
Kota Bengkulu.

"Ya untuk KadesTanjung Ke
muning II kita naikkan status-
nya menjadi tersangka, saat ini
kita tahan di Rutan Malabero
Bengkulu untuk mempermu-
dahkan proses penyidikan,"
kata Kajari Kaur, Tan Vain Si-

tanggangSH, MH, melalui Kasi
Pidsus Alman Noveri SH MH,
saat memberikan keterangan
persnya, kemarin (9/12).

Hingga kemarin sore ter
sangka masih menjalani
pemeriksaan di ruang pe
nyidik sebelum di angkut ke
Bengkulu. HS sendiri diketa-
bui mengelola DD tahun 2016
dengan pagu dana sekitar Rp
590 jutaan. Namun dalam
pelaksanaannya ada dugaan
dilakukan markupatau peng-
gelembungan harga sehingga
ditemukan kerugian negara
sekitar Rp 167 jutaan oleh
tim auditor Kejaksaan Tinggi
Bengkulu.

"Ada penggabungan harga/
misalnya harga satuan mate
rial Rp 2 juta dibuat Rp 5 juta,
tidak sama dengan harga yang
sebenarnya," ujamya.
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lelakukan pemeriksaan
cegiatan DD tahun 2016
imulai dari pembangu-
Dat beton hingga keg-
ang lain, llasil pemer-
fisik yang dilakukan itu
lihat gambar bangunan
lokumen pendukung
i hasil penyelidikan se-

disimpulkan negara
an Rp 167 jutaan. Atas
nanya itu HS dijerat
ipasal2ayat(l),pasal2
), pasal 9 jo pasal 18 UU
31 tahun 1999 sebagai
liubafa dengan undang-
g nomor 20 tahun 2001
2; pemberantasan tindak
i korupsi dengan anca-
latas 5 tahun.

lah kita titip di rutan se-
lya kita menyusun surat
an untuk secepatnya di-
kau di PNTipikor Beng-
tandasnya.(618)


